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BAB I

PENDAHULUAN

A. Pemasalahan
1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017 yaitu
kepatuhan wajib pajak yang tinggi, menyasar para wajib pajak badan, wajib
pajak orang pribadi non karyawan, dan pajak bumi-bangunan. Jenis-jenis wajib
pajak tersebut secara nyata merupakan wajib pajak potensial yang memberikan
kontribusi besar bagi penerimaan pajak, mengingat hal itu Direktorat Jendral
Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan
penerimaan pajak (Ramdhani & Ardijan, 2021:464).

Kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak merupakan
orang atau badan yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan
melunasi dan melaporkan surat pemberitahuan pajak dan tahunannya tepat
waktu. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara
meningkat. Semakin patuh wajib pajak melaporkan dan melunasi kewajiban
perpajakannya, maka penerimaan pajak pada KPP Pratama akan meningkat
(Suardana & Gayatri, 2020:2312).

Kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung dari self assesment
system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban
perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan

melaporkan pajaknya (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Menurut Simanjuntak



& Mukhlis (Radityo et al., 2019) kepatuhan wajib pajak mencakup peningkatan
kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap
administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai aktivitas tindakan dari
otoritas pajak. Kastlunger et al, (2013) menyebut kepatuhan wajib pajak
merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.
Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan wajib pajak karena adanya kepercayaan
wajib pajak pada otoritas pajak.

Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari pajak
penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas
penghasilan yang diterima/diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak
atau bagian tahun pajak. Pajak pengahasilan dapat dilihat dari 2 (dua) subjek
yang berbeda yakni orang pribadi dan badan. Pajak penghasilan badan
umumnya lebih mudah teridentifikasi serta pemungutan pajak atas badan jauh
lebih optimal dari pada pajak penghasilan orang pribadi. Dengan adanya
Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka wajib pajak terhadap penghasilan
selalu dikenakan pemungutan negara berupa pajak. Besar tarifnya sesuai
dengan jenis barang yang dihasilkan. Pajak penghasilan termasuk jenis pajak
yang dipungut pada tingkat nasional, sehingga dapat dikategorikan dalam
kelompok pajak pusat (http://www.bppk.kemenkeu.go.id., diakses 8 November
2021).

Terkait permasalahan tentang perpajakan, secara singkat, Indonesia masih
berkutat pada permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan. Hal ini dapat

dilihat dari website OEDC.org (https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-



2522770x.htm) rendahnya rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang berada
pada kisaran 11 hingga 12,6% selama 2007-2019. Rasio ini jelas masih relatif
rendah, jika dibandingkan dengan negara Asia Pasifik dengan presentase rata-
rata 21%. Terlepas dari perdebatan mengenai cara perhitungan fax ratio
tersebut, Indonesia masih dapat dianggap kondisi undertaxing. Lebih lanjut
lagi, struktur penerimaan pajak di Indonesia masih banyak ditopang oleh pajak
penghasilan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2021 berdasarkan
penuturan Sri Mulyani di KONTAN.CO.ID Januari 2022, penerimaan Pajak
Penghasilan badan memberikan kontribusi sekitar 25,6% dari total penerimaan
pajak, jauh di atas penerimaan Pajak Penghasilan pribadi yang hanya sekitar
6,9%. Struktur ini jauh berbeda, jika diperbandingkan dengan rata-rata rasio
pajak penghasilan pribadi terhadap badan di Negara-Negara OECD, yang
sebesar 12:5 (artinya, Pajak Penghasilan pribadi memiliki jumlah lebih besar
dari Pajak Penghasilan badan).

Masalah kepatuhan dalam perpajakan terutama dalam sistem self
assessment ini sangatlah penting (Hasan, 2012). Hal ini dikarenakan sistem
tersebut juga membuka peluang dilakukannya kecurangan-kecurangan oleh
para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kecurangan
tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlawanan aktif dan
perlawanan pasif. Perlawanan tersebut timbul karena pada dasarnya tidak ada
orang yang rela membayar pajak. Bahkan dalam suatu artikel dikatakan bahwa
pajak di Indonesia masih dianggap momok meskipun telah dilakukannya

reformasi perpajakan sejak tahun 1983. Padahal dengan adanya sistem yang



baru, kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seharusnya sudah
menginternalisasi dalam diri wajib pajak.

Pola penerimaan pajak masih terdapat beberapa implikasi (masalah), yaitu
wajib pajak melaporkan pajak terutangnya tidak sesuai dengan jumlah pajak
yang ditetapkan, wajib pajak salah dalam menghitung, menyetor, melaporkan
pajak terutangnya, serta adanya kemungkinan wajib pajak menyembunyikan
sebagian penghasilannya sehingga jumlah pajak yang dibayar sedikit (Casavera,
2011). Meskipun Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2007 masih tetap berpegang pada prinsip keadilan,
kemudahan serta efisiensi administrasi produktivitas penerimaan negara.

Menurut Darussalam (2016) Indonesia memiliki berbagai permasalahan
perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya rendahnya
kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas
lembaga administrasi perpajakan. Persoalan-persoalan tersebut di banyak
negara diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya dengan
melaksanakan sosialisasi pajak, biaya pajak, sunset policy, tax amnesty, dan
sanksi pajak. Upaya untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak
(kepatuhan pelaporan) dalam rangka untuk menggali penerimaan negara dari
sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan
dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa
intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa
peningkatan jumlah wajib pajak) maupun peningkatan penerimaan pajak itu

sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama



ini belum tergarap. Upaya untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung
situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga dapat
dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat
mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang dapat menarik minat
masyarakat menjadi wajib pajak seperti sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan
pemberlakukan kebijakan tax amnesty.

Internal Revenue Service (IRS) membedakan kepatuhan pajak menjadi tiga
yaitu; Kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (filling compliance), yaitu
kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuannya secara
tepat waktu. Kepatuhan pembayaran (payment compliance), yaitu kepatuhan
wajib pajak dalam membayarkan secara tepat waktu pajak yang terutang yang
telah dilaporkan dan kepatuhan pelaporan pajak (reporting compliance), yaitu
kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya secara benar dan
jujur (Brown & Mazur, 2016). Sedangkan berdasarkan fungsi pajak sebagai
fungsi budgeter, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan
masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai
Warga Negara Indonesia (WNI), pemahaman tersebut meliputi: (1) Pengisian
Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, (2) penghitungan pajak sesuai dengan
pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak, (3) penyetoran pajak
(pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan, dan (4)
pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh Wajib Pajak (PP No.23

Tahun 2018).



Kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau badan dapat dipengaruhi oleh
berbagai kebijakan, yaitu sosialisasi pajak, biaya pajak, dan pengetahuan
perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak, yaitu dengan diberlakukannya sosialisasi tentang pajak.
Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk
memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib
pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan
maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Burhan,
2015:4). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh
pihak yang berwenang untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada
masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal
mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan (Megantara
et al., 2017). Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan
Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut
Herryanto & Toly (2013), bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus
dilakukan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Dirjen Pajak
khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan
kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai
segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan

perpajakan.



Selain sosialisasi tentang pajak, biaya pajak atau tarif pajak adalah angka
yang digunakan untuk mengukur atau menghitung jumlah pajak terutang dari
wajib pajak, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dan mencapai
keadilan. Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk
menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang (Mardiasmo,
2016:35). Dari sistem perpajakan, aspek terendah yang dinilai kurang
memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak adalah berkenaan dengan
masalah tarif (Septiani et al., 2020). Tinggi rendahnya tarif secara garis lurus
mampu mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak yang
harus dipenuhi. Ketika tarif pajak cenderung rendah, wajib pajak tidak merasa
terbebani dengan besaran pajak yang harus dibayarkan, hal tersebut dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Rudianti & Veny,
2021:81).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Basit & Wirawan (2019:3) salah
satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yaitu pengetahuan wajib pajak orang pribadi tentang ketentuan
umum perpajakan di Indonesia. Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak
yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil
keputusan, dan untuk menempubh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan
hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2012). Pengetahuan
perpajakan yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh Wajib Pajak mengenai
ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan

perpajakan tersebut digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil



keputusan, dan melakukan kewajiban tertentu sehubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak sesuatu yang
tidak dapat dikendalikan oleh siapapun kecuali wajib pajak itu sendiri yang
memilih untuk menambah pengetahuan tersebut atau tidak. Maka dari itu
penelitian ini menggunakan pengetahuan pajak sebagai variable moderasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa faktor
sosialisasi pajak, biaya pajak, dan pengetahuan perpajakan yang diduga
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu yang akan menuangkannya
di dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul "Pengaruh Sosialisasi Pajak
dan Biaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh
Pengetahuan Perpajakan.

2. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan kepada masalah terkait
kepatuhan pelaporan wajib pajak dengan subjek wajib pajak orang pribadi pada
KPP Pratama Jakarta. Variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan
sukarela wajib pajak dalam penelitian ini dibatasi pada 3 (tiga) variabel, yaitu
sosialisasi pajak, biaya pajak, dan pengetahuan perpajakan.
3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
a. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

b. Apakah biaya pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?



c. Apakah pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh
sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib ?
d. Apakah pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh biaya
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan
dari penelitian ini adalah:
1. Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak.
2. Menganalisis pengaruh biaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis pengetahuan perpajakan yang memoderasi pengaruh
sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis pengetahuan perpajakan yang memoderasi pengaruh
biaya pajak terhadap kepatuhan wajib.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan
bagi kalangan akademik tentang sosialisasi pajak, biaya pajak, dan
pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pelaporan wajib pajak serta
menjadi tambahan referensi dan mampu memberikan kontribusi dalam

menyusun penelitian-penelitian selanjutnya.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berguna
untuk wajib pajak tentang sosialisasi pajak, biaya pajak, dan pengetahuan
perpajakan, dan kepatuhan pelaporan wajib pajak khususnya wajib pajak
di KPP Pratama Jakarta.

b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berguna
untuk pemerintah tentang sosialisasi pajak, biaya pajak, dan pengetahuan
perpajakan, dan kepatuhan pelaporan wajib.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan masukan dan
referensi bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang

yang sama.
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